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BAB IV 

PENUTUP 

 

  Kampung Akuarium adalah salah satu kampung informal yang berada di DKI 

Jakarta. Warga Kampung Akuarium menempati lahan secara informal sejak tahun 1980 dan 

kemudian disusul warga lainnya secara bertahap. Mereka tidak hanya membangun rumah, 

tapi juga infrastruktur, jaringan sosial, ekonomi dan politik, hingga terbentuk permukiman 

yang dikenal sebagai kampung. Mayoritas warganya adalah pendatang dari luar Jakarta dan 

bekerja di sektor informal.  

 Meskipun penguasaan tanah dalam kategori informal, tapi dalam perkembangannya 

warga Kampung Akuarium memiliki fasilitas pendukung permukiman yang didapatkan 

secara formal. Pemprov DKI Jakarta menyediakan fasilitas instalasi air bersih, listrik, 

identitas kependudukan, dan lain-lain bagi warga Kampung Akuarium. Keberadaan mereka 

juga jarang sekali diusik atau diperingatkan oleh pemerintah atau pihak lain. Satu-satunya 

ancaman hanya datang pada tahun 1996 dari Pemprov DKI Jakarta, tapi ancaman itu batal 

dan lama tidak terdengar lagi.     

 Dua puluh tahun setelah ancaman pertama, ancaman itu datang lagi pada tahun 2016. 

Pemprov DKI Jakarta memerintahkan warga membongkar bangunan rumahnya dan pindah 

ke rusunawa. Pemprov DKI Jakarta menyatakan klaim bahwa tanah di Kampung Akuarium 

adalah tanah aset milik Pemprov DKI Jakarta. Di lahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta 

berencana membangun tanggul laut dan tanggul sungai untuk mencegah banjir, serta 

membangun alun-alun untuk mendukung kepentingan wisata Kota Tua.     

 Atasnama penegakan hukum dan pembangunan bagi kepentingan umum, 11 April 

2016, seluruh bangunan di Kampung Akuarium digusur oleh Pemprov DKI Jakarta. Warga 

Kampung Akuarium melakukan perlawanan, tapi kalah dengan ribuan aparat keamanan. 

Warga terpencar ke rusunawa, kontrakan sekitar lokasi, pulang kampung, dan sebagian lagi 

bertahan di lokasi penggusuran dengan menggunakan tenda-tenda dan alat seadanya. Warga 

yang bertahan terus melakukan perlawanan dan tekanan terhadap Pemprov DKI Jakarta agar 

mereka diizinkan membangun kembali rumahnya di Kampung Akuarium. Namun Pemprov 

DKI Jakarta tetap dengan pendiriannya, mereka menutup pintu dialog dan mengancam akan 

menggusur kembali bedeng-bedeng dan tenda-tenda di Kampung Akuarium.  
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 Salah satu upaya perlawanan yang dilakukan oleh warga Kampung Akuarium adalah 

menggunakan momentum pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Mereka 

menggalang suara warga kampung informal di DKI Jakarta dan mengajukan kontrak politik 

ke salah satu pasangan calon yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Salah satu janji utama 

pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta itu adalah akan membangun kembali Kampung 

Akuarium. Pada akhirnya kandidat yang didukung oleh warga Kampung Akuarium 

memenangi kontestasi dan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 

2017  2022.     

 Melalui penelitian ini, penulis ini telah mengumpulkan data perihal faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya konflik pertanahan di Kampung Akuarium. Penulis juga 

mengumpulkan data perihal kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada 

masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta implementasinya, dalam 

rangka penyelesaian konflik pertanahan di Kampung Akuarium. Penulis meneliti konflik 

pertanahan yang terjadi di Kampung Akuarium menggunakan pendekatan sosiolegal yang 

mengkaji secara yuridis dan empiris dengan berbagai perspektif. Sumber data dalam 

penelitian ini, penulis kumpulkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau 

kebijakan yang terkait, literatur dan laporan-laporan yang terkait, serta data yang berasal dari 

warga Kampung Akuarium dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Data itulah yang menjadi 

temuan dalam penelitian ini. 

 Untuk mengolah temuan data, penulis menggunakan landasan teori tentang hukum 

responsif, informalitas perkotaan, konsep konflik agraria struktural, reforma agraria, 

konsolidasi tanah dan keamanan bermukim. Dari hasil analisa, penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut.  

IV.1 Kesimpulan 

  Kampung Akuarium adalah salah satu bentuk fenomena sosial informalitas perkotaan 

seperti yang dituliskan oleh Hart tentang sektor informal. Warga Kampung Akuarium 

menguasai dan menggunakan tanah secara informal. Mereka tergolong masyarakat 

berpenghasilan rendah yang tidak mampu menjangkau sektor formal perumahan. Namun 

penguasaan tanah di Kampung Akuarium tidak semata-mata hanya karena mereka lemah 

secara modal, tapi juga ada alasan lokasi yang dekat dengan sumber-sumber pekerjaan atau 

ekonomi. Dalam hal ini, informalitas tidak hanya dilihat seperti yang dicirikan oleh Hart 

sebagai ketersingkiran, tapi juga sebagai mode produksi dalam perebutan sumber daya, 
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seperti yang disampaikan oleh Ananya Roy. Lebih jauh lagi, penguasaan dan pembentukan 

Kampung Akuarium bisa dianggap sebagai cara hidup baru warga kota dalam merespon kota 

yang semakin kapitalistik, seperti yang disampaikan oleh Simone melalui Roy. Cara hidup 

baru tidak saja menempatkan kampung informal hanya menjadi ekonomi yang sekedar untuk 

bertahan hidup, seperti yang Hart cirikan. Namun sebagai cara baru dalam mengatur sumber 

daya kota. Hal itu ditunjukkan oleh Kampung Akuarium dengan membangun tempat tinggal, 

infrastruktur, jaringan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dalam konteks kota yang 

menggunakan sektor formal sebagai alat dalam mengakumulasi modal, cara hidup baru dalam 

informalitas menjadi tatanan alternatif bagi kota.      

  Meskipun kampung informal adalah realitas perkotaan yang telah lama ada dan 

menjadi bagian dari pertumbuhan kota, tapi setidaknya hingga tahun 2018 belum ada rujukan 

hukum yang dapat dijadikan alat akomodasi bagi keberadaan mereka. Dalam hukum positif, 

kampung informal seperti Kampung Akuarium, masih dianggap sebagai pelanggaran 

terhadap hukum. Contoh paling nyata adalah penggusuran Kampung Akuarium pada 11 April 

2016 yang menggunakan UU PrP Nomor 51 Tahun 1960 sebagai dasar untuk menyatakan 

warga Kampung Akuarium adalah penghuni ilegal. Penolakan terhadap eksistensi kampung 

informal juga tercermin dalam produk peraturan perencanaan tata ruang dan rencana 

pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi warga. Sehingga hasil-hasil perencanaan tata 

ruang dan pembangunan, mengabaikan dan menyingkirkan keberadaan kampung informal. 

Warga Kampung Akuarium mengatakan bahwa mereka tidak pernah diajak oleh Pemprov 

DKI Jakarta untuk membahas rencana tata ruang dan rencana pembangunan di lokasi 

Kampung Akuarium. Hal-hal itulah yang menjadi akar masalah dari konflik pertanahan di 

Kampung Akuarium seperti yang diuraikan oleh Rachman dalam konflik agraria struktural.  

  Penggusuran Kampung Akuarium tahun 2016 menjadi cerminan bahwa hukum dan 

peraturan di Indonesia masih dikuasai oleh wacana yang berasal dari sektor formal. Hukum 

digunakan untuk melindungi kepentingan sektor formal dan menutup mata pada kebutuhan 

menyelesaikan persoalan realitas sosial yang ada. Hal-hal di luar yang telah ditetapkan dalam 

peraturan dan wacana kepentingan publik (negara) seperti penguasaan tanah secara informal, 

dianggap sebagai pelanggaran bahkan pembangkangan. Oleh karenanya, otoritas hukum 

merasa memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan paksaan, menutup ruang dialog, 

hingga penggunaan kekuataan aparatus keamanan untuk penggusuran. Gubernur DKI Jakarta, 

Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa warga Kampung Akuarium adalah penjarah 

tanah negara, dan Pemprov DKI Jakarta akan merelokasi warga ke rusunawa, oleh karena itu 
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tidak diperlukan ada sosialisasi. Oleh Nonet pencetus hukum responsif, hal-hal itu yang 

disebut sebagai ciri penggunaan tipe hukum represif.  

  Nonet dalam hukum responsif menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum 

yang dapat mengenali kebutuhan realitas sosial dan menghasilkan keadilan substantif untuk 

perubahan sosial. Untuk berlangsungnya hukum responsif, diperlukan adanya kapasitas 

politik dari komunitas atau masyarakat dan kemauan politik dari penguasa atau pemerintah. 

Penulis menemukan bahwa warga Kampung Akuarium memiliki kemampuan dalam 

mengorganisir diri, melakukan advokasi dan membangun jaringan hingga lintas kelas. 

Dengan dukungan berbagai pihak dari individu hingga NGO, warga Kampung Akuarium 

mampu mengajukan perubahan kebijakan melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Selain kapasitas politik yang dimiliki oleh warga Kampung Akuarium, Gubernur DKI Jakarta 

Anies Baswedan juga memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan konflik pertanahan di 

Kampung Akuarium dan memenuhi hak bermukim warga yang dituangkan ke dalam 

kebijakan di Pemprov DKI Jakarta. 

  Instrumen utama hukum responsif adalah kompetensi institusi hukum dalam 

mengorkestrasi berbagai kepentingan dan pandangan ke dalam regulasi. Penulis menemukan 

bahwa program penataan kampung yang dijalankan melalui Gugus Tugas Pelaksanaan 

Penataan Kampung dan Masyarakat belum memiliki kompetensi yang mencukupi untuk 

memfasilitasi diskusi bersama dengan warga Kampung Akuarium dalam penyusunan regulasi 

pembangunan kembali Kampung Akuarium. Mereka cenderung pasif dan berlindung di balik 

peraturan perundang-undangan, seperti dicirikan dalam hukum otonom. Beruntung, kebijakan 

program penataan kampung tetap dapat memberikan keamanan hak bermukim bagi warga, 

karena peran aktif dan kapasitas warga Kampung Akuarium yang dapat mempengaruhi 

birokrasi di tingkat pengambil keputusan. Keputusan rencana pembangunan kampung susun 

Akuarium menjadi contoh praktek hukum responsif, di mana kepentingan pelestarian cagar 

budaya, dapat dinegosiasikan dengan kepentingan hunian warga. Desain tata letak dan bentuk 

bangunan kampung susun Akuarium mengakomodir signifikansi sejarah lokasi Pasar Ikan, 

nilai-nilai sosial permukiman kampung, dan konsolidasi tanah untuk mendapatkan ruang-

ruang baru yang dapat digunakan untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas pendukung 

permukiman.      

  Meskipun kebijakan penataan kampung telah dapat memenuhi hak bermukim warga, 

tapi kebijakan itu belum sesuai dengan tujuan reforma agraria seperti yang disampaikan oleh 

Gunawan Wiradi dan yang diatur dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma 

Agraria. Kebijakan penataan kampung di Kampung Akuarium baru sebatas menyelesaikan 
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akibat-akibat yang ditimbulkan dari konflik pertanahan, dan belum menyentuh pada akar 

masalah yang sebenarnya. Menurut hemat penulis, hal itu dapat dimaklumi, sehubungan 

dengan terdapatnya situasi darurat warga yang tinggal di tenda-tenda, yang tidak mungkin 

menunggu adanya penyelesaian penataan aset terlebih dahulu. Apalagi kebijakan hukum dari 

pemerintah pusat terkait reforma agraria baru terbit pada tahun 2018 melalui Perpres Nomor 

86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.  

  Menggunakan landasan perpres tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan 

kebijakan program reforma agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria DKI Jakarta 

(GTRA). Kompetensi GTRA DKI Jakarta selain melalui struktur kelembagaan pelaksana 

yang lengkap, juga didukung oleh kehadiran tim penggerak GTRA yang berasal dari unsur 

para ahli reforma agraria dan perkotaan. Keberadaan Tim penggerak GTRA DKI Jakarta 

memastikan hadirnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan reforma agraria. 

Penulis menemukan, penggunaan penyusunan naskah akademik kampung dalam proses 

pelaksanaan reforma agraria, dapat menjadi media bertemunya berbagai perspektif, pihak dan 

kepentingan. Seperti yang disampaikan nonet dalam hukum responsif, hukum bekerja dengan 

cara menegosiasikan bukan mengalahkan. Naskah akademik kampung dalam pelaksanaan 

reforma agraria di DKI Jakarta menjadi arena negosiasi.  

  Hasil dari negosiasi berbagai kepentingan yang ada di Kampung Akuarium, 

menghasilkan keputusan reforma agraria dalam penataan aset yang bersifat sebagai jalan 

tengah. Untuk mengakomodir kepemilikan bukti perolehan tanah dari Pemprov DKI Jakarta, 

maka Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL). 

Untuk menghargai penguasaan dan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh warga Kampung 

Akuarium lebih dari tiga puluh tahun, maka koperasi warga Kampung Akuarium akan 

mendapatkan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB). Untuk tujuan pemenuhan hak 

bermukim warga Kampung Akuarium secara permanen, Pemprov DKI Jakarta akan 

membiayai pembangunan kampung susun Akuarium. Untuk tujuan pemberdayaan 

masyarakat, Pemprov DKI Jakarta akan menghibahkan bangunan kampung susun Akuarium 

kepada koperasi warga Kampung Akuarium. Untuk memberikan kepastian bermukim, setiap 

anggota koperasi Kampung Akuarium, akan mendapatkan sertipikat Hak Milik Satuan 

Rumah Susun (HM SARUSUN).  

 Hasil penataan aset dalam program reforma agraria tersebut di atas, belum mampu 

memenuhi tujuan dari reforma agraria yang bermaksud menata kembali struktur kepemilikan, 

penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Keputusan di atas baru sekedar melakukan 
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legalisasi atas kepemilikan bagi Pemprov DKI Jakarta dan legalisasi pemanfaatan bagi warga 

Kampung Akuarium yang memang telah dimanfaatkan lebih dari tiga puluh tahun. Secara 

struktur tidak ada yang berubah. Meskipun demikian, hasil reforma agraria tersebut, sudah 

dapat memberikan keamanan bermukim bagi warga Kampung Akuarium, yang oleh Payne, 

digolongkan dalam jangka menengah. 

 Keberadaan kebijakan reforma agraria melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018 

Tentang Reforma Agraria, menjadi dasar bagi upaya-upaya penyelesaian konflik pertanahan 

di kampung informal. Perpres Nomor 86 Tahun 2018, juga dapat menjadi rujukan hukum 

bagi masyarakat kampung informal yang notabene masyarakat berpenghasilan rendah, untuk 

menata ulang dan melegalisasi penguasaan atas tanah. Dalam hukum responsif, kebijakan 

reforma agraria dapat dikategorikan sebagai tipe hukum responsif karena bertujuan untuk 

menyelesaikan persoalan mendasar terkait ketidakadilan agraria.      
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